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Tanjung Harapan, Kabupaten Paser,

Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. 004, Desa
Tanjung Aru, Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten
Paser, selanjutnya disebut Pemohon Il, atau
bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa semua alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam permohonannya tertanggal 27 Nopember

2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada

tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt.

telah mengajukan permohonan penetapan pengesahan nikah dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah menikah di Desa Cakkeware,

Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, pada

tanggal 10 April 1984, di hadapan Penghulu bernama Drs. M. Idrus J,
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eflarang~atau4 Ang ufituk menikabh;

Pemohon |l tidak ada hubungan

yang menyebabkan Pemaohon | dan

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon | dengan
Pemohon Il telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak
pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah,
menyangkal atau mempermasalahkan pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon Il adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;

7. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut tidak tercatat di
Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon | dan Pemohon Il tidak
memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon | dan Pemohon
Il;

8. Bahwa pada saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti pernikahan
Pemohon | dan Pemohon Il untuk keperluan mendapatkan Buku Nikah dari
Kantor Urusan Agama sebagai syarat untuk pembuatan dokumen
kependudukan seperti akta kelahiran anak dan lain-lain;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat

perkara ini;
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Hakim telah memerintahkankan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan

perkara pengesahan nikah dan telah diumumkan berdasarkan pengumuman
Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA Tgt., ternyata selama tenggang waktu tersebut
tidak ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

Bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/
masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan tersebut, oleh
karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan
untuk dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon dan
atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon | dan Pemohon Il menyatakan tetap
mempertahankan dalil-dalil permohonannya dengan keterangan tambahan
sebagaimana uraian pokoknya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon di
muka sidang telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kartu Keluarga
Nomor 6401022406081548 atas nama Kepala Keluarga Daeng Materu yang
telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Paser tertanggal 02 Oktober 2017, bermeterai cukup dan telah di-
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enrana, Kabupaten Bone;

pernah ada orang atau masyarakat desa

- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik dari
segi nasab, semenda dan sesusuan ataupun larangan agama yang
lainnya;
- bahwa sejak menikah pada tahun 1984, Para Pemohon tidak pernah
bercerai hingga saat ini;
- bahwa perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai lima orang
anak yang semuanya telah dewasa;
- bahwa selama ini Para Pemohon tidak pernah memiliki buku nikah
karena tidak menikah secara resmi/ negara di Kantor Urusan Agama,;
- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama
untuk mendapatkan buku nikah guna mengurus kelengkapan administrasi
dokumen kependudukan dan sebagainya;
2. Selamat Yusran bin Henreng, umur 50 tahun, agama Islam, di bawah
sumpah secara agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah kakak sepupu satu Pemohon I;
- bahwa Para Pemohon adalah suami istri;
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- bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan
Agama guna mendapatkan buku nikah dan untuk mengurus kelengkapan
dokumen kependudukan, dan lain-lain;

Bahwa, Para Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi
tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain lagi di
persidangan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di
persidangan yang pada pokoknya memohon agar disahkan pernikahan
keduanya menurut hukum negara, dan selanjutnya mohon agar Majelis Hakim
menjatuhkan penetapannya;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk segala hal yang
telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan dan
tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang

mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut,
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Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan

Para Pemohon adalah, perkawinan Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon Il (PEMOHON II) yang dilaksanakan di Desa Cakkeware, Kecamatan
Cenrana, Kabupaten Bone, pada tanggal 10 April 1984 di hadapan Penghulu
bernama Drs. M. Idrus J, dengan wali nikah yaitu kakak kandung Pemohon II
yang bernama A Sirring bin Perra Tappu, dengan mahar berupa uang sejumlah
Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) rupiah dan disaksikan oleh dua orang
saksi bernama Dg. Marala dan H. Dg. Malongi, belum tercatat di Kantor
Urusan Agama (KUA), sehingga Pemohon | dan Pemohon Il belum mempunyai
buku kutipan akta nikah dan sekarang Para Pemohon sangat membutuhkan
buku nikah tersebut untuk mengurus kelengkapan dokumen kependudukan dan
keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menetapkan apakah pernikahan
Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dimaksud atau tidak, maka
kepada Para Pemohon dibebani alat-alat bukti, dan untuk pembuktiannya Para
Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berkode P. ditambah dua orang
saksi, dengan demikian dapat dipertimbangkan sesuai dengan relevansi pokok
perkara yang dikemukakan;
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setempat yang menerangkan susunan anggota keluargal/ikatan keluarga di

antara nama-nama tersebut, tidak ada pihak atau masyarakat lain yang
keberatan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tidak
termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang
diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat,
didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan
dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi
tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (
JJL; 29.1.%.11’5 & o8 &s), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi
syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya
dinyatakan mempunyai nilai  pembuktian, oleh karenanya dapat
dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal
171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai akad pernikahan Pemohon | dan
Pemohon |l yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1984 di Desa
Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan,
penghulu yang mengawinkan, wali nikah, saksi-saksi pernikahan, serta mabhar,
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Artinya: Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu
sebagai isteri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan
adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain
(putusnya perkawinan);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat
pakar hukum Islam sebagai berikut dan dalam hal ini diambil alih sebagai
pendapat sendiri:

Dalam Kitab Bughyah al-Murtasyidin halaman 298 :
anz gl e seeall 395 Lle aiw g wagal ol

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas

perempuan itu yang sesuai dengan gugatan/permohonannya itu maka

tetaplah pernikahannya;
Dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 133 :
2 b alslell &l 1,8] i

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil

baligh;
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i istri dan SO45
peruntukan tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai
kemaslahatan, maka permohonan Para Pemohon tentang hal ini sepatutnya
pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim perlu
mengetengahkan pula kaidah fighiyyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nazha’ir
karya Imam Tajuddin Abdul Wahhab al-Subki halaman 200 dan terhadap kaidah
berikut majelis mempunyai tanggung jawab moril dalam menegakkan
kemaslahatan:

axbaolly byio as )l Gl ployl b puai.

Artinya: Pemerintah (dalam hal ini Peradilan Agama) dalam melayani

rakyatnya (pihak beperkara) berpijak pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon secara bersama-sama
mengajukan permohonan secara voluntair dan perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan
kepada Para Pemohon;

HIm. 9 dari 11 HIm. Penetapan Nomor 0387/Pdt.P/2017/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon | (PEMOHON 1)
yang dilaksanakan pada tanggal 10

gcamatan Cenrana, Kabupaten Bone,

| dan Pemohon Il untuk

Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25
Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh Moh. Bahrul Ulum, S.H.l. sebagai Hakim Ketua,
Dr. Muhammad Kastalani, S.H.l., M.H.l. dan Erik Aswandi, S.H.l. masing-
masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga
diucapkan oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.

Karani Kutni sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para

Pemohon.
Hakim Ketua,
ttd.
Moh. Bahrul Ulum, S.H.l.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd. ttd.
Dr. Muhammad Kastalani, S.H.l., M.H.l. Erik Aswandi, S.H.l.

Panitera Pengganti,
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ttd.

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 820.000,-
Rp.  6.000,-
Rp.  5.000,-
Rp 911.000,-

(sembilan ratus sebelas

ribu rupiah).

anah Grogot, 19 Desember 2017
Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Nasa’i
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